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ABSTRACT

Educational data management has become an essential component in supporting data-based
public services within the education sector. In nonformal education, data governance
frequently encounters various challenges, particularly regarding the validity and integration
of student population data in the Data Pokok Pendidikan (Dapodik) system. This study aims
to analyze population data quality as a determinant of nonformal education governance at
SPNF SKB in South Bolaang Mongondow Regency. This research employed a qualitative
descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and
documentation involving education data operators, nonformal education managers, and
relevant stakeholders. Data analysis was conducted descriptively through data reduction, data
presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that population data quality is
the most dominant factor influencing nonformal education governance. Inconsistencies in
Population Identification Numbers (NIK), duplicate data, and discrepancies in administrative
identity documents hinder the validation and synchronization processes of educational data
within the Dapodik system. In addition, data governance effectiveness is also influenced by
data control mechanisms, coordination among institutions, and the availability of operational
quidelines for educational data management. Therefore, improving population data quality
and strengthening integrated data governance systems are essential to support effective,
accurate, and accountable nonformal education services.

Keywords: Population data quality, educational data governance, nonformal education,
Dapodik, public administration.

ABSTRAK

Pengelolaan data pendidikan menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan publik
berbasis data pada sektor pendidikan. Pada pendidikan nonformal, tata kelola data masih
menghadapi berbagai permasalahan, khususnya berkaitan dengan validitas dan integrasi data
kependudukan peserta didik dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis kualitas data kependudukan sebagai determinan tata kelola
pendidikan nonformal pada SPNF SKB di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan operator data pendidikan,
pengelola pendidikan nonformal, dan pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan secara
deskriptif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kualitas data kependudukan merupakan faktor paling dominan dalam
tata kelola pendidikan nonformal. Ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), data
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ganda, dan perbedaan identitas administrasi menyebabkan proses validasi dan sinkronisasi
data pendidikan dalam sistem Dapodik mengalami hambatan. Selain itu, efektivitas tata kelola
data juga dipengaruhi oleh mekanisme pengendalian data, koordinasi antar lembaga, dan
ketersediaan pedoman operasional pengelolaan data pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan
kualitas data kependudukan dan penguatan sistem tata kelola data terintegrasi menjadi
kebutuhan penting dalam mendukung pelayanan pendidikan nonformal yang efektif, akurat,
dan akuntabel.

Kata Kunci: Kkualitas data kependudukan, tata kelola data pendidikan, pendidikan
nonformal, Dapodik, administrasi publik.

PENDAHULUAN

Pengelolaan data pendidikan pada dasarnya merupakan bagian dari
administrasi publik karena berkaitan dengan proses pengelolaan pelayanan publik
yang dilakukan pemerintah melalui sistem pendidikan nasional. Administrasi publik
tidak hanya dipahami sebagai aktivitas birokrasi, tetapi juga sebagai proses
pengelolaan sumber daya, informasi, dan pelayanan publik secara efektif untuk
mencapai tujuan organisasi pemerintah (Tumbel, 2023). Dalam perspektif
administrasi publik modern, kualitas data menentukan efektivitas pelayanan publik
karena kebijakan yang disusun pemerintah sangat bergantung pada akurasi dan
validitas informasi yang tersedia. Pengelolaan pendidikan berbasis data (data-driven
policy) semakin menjadi kebutuhan dalam tata kelola pemerintahan modern,
termasuk pada sektor pendidikan nonformal.

Dalam sistem pendidikan nasional, pengelolaan data pendidikan telah
diintegrasikan melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang digunakan
sebagai basis data nasional pendidikan. Sistem ini menjadi instrumen utama
pemerintah dalam mengelola data peserta didik, pendidik, satuan pendidikan, serta
berbagai kebutuhan administratif pendidikan lainnya. Melalui sistem tersebut,
pemerintah dapat melakukan sinkronisasi data pendidikan secara nasional sehingga
kebijakan pendidikan dapat disusun berdasarkan data yang akurat dan terintegrasi
(Aini, Rulinawaty, and Wijaya 2024).

Data kelola data pendidikan yang baik tidak hanya berkaitan dengan proses
penginputan data, tetapi juga mencakup proses validasi, pengendalian, sinkronisasi,
serta integrasi data kependudukan peserta didik (Putu, 2022). Oleh karena itu, kualitas
data menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas tata kelola pendidikan.

Pemerintah Indonesia telah memperkuat sistem tata kelola data pendidikan
melalui berbagai regulasi, salah satunya Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang
mewajibkan setiap satuan pendidikan melakukan pendataan secara berkala, akurat,
dan berkelanjutan. Selain itu, integrasi data pendidikan dengan administrasi
kependudukan diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun
2019 yang menekankan pentingnya validitas data berbasis Nomor Induk
Kependudukan (NIK). Regulasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas data
kependudukan menjadi elemen penting dalam sistem tata kelola pendidikan nasional.

Kebutuhan terhadap tata kelola data yang akurat tidak hanya berlaku pada
pendidikan formal, tetapi juga pada pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal
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memiliki peran strategis sebagai jalur pendidikan alternatif bagi masyarakat yang
tidak dapat mengakses pendidikan formal secara optimal. Pendidikan nonformal
menjadi bagian penting dalam menjamin pemerataan layanan pendidikan dan
perluasan akses pendidikan masyarakat. Namun, karakteristik pendidikan nonformal
yang heterogen, tingkat mobilitas peserta didik yang tinggi, serta keterbatasan
administrasi kependudukan peserta didik menyebabkan tata kelola data pendidikan
nonformal memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibanding pendidikan formal
(Ariani, 2024).

Dalam praktiknya, pengelolaan data pendidikan nonformal masih
menghadapi berbagai permasalahan, khususnya terkait validitas data peserta didik.
Salah satu permasalahan utama adalah masih ditemukannya data residu peserta
didik, yaitu data yang belum memenuhi standar validasi sistem seperti
ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), belum memiliki Nomor Induk
Siswa Nasional (NISN), data ganda, maupun data yang belum tersinkronisasi dengan
sistem administrasi kependudukan (Bigovic, Santosa, and Putri 2026). Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa tata kelola data pendidikan belum berjalan optimal,
terutama dalam proses validasi dan integrasi data kependudukan peserta didik.

Permasalahan tersebut juga terjadi pada satuan pendidikan nonformal di
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Data Dinas Pendidikan tahun 2025
menunjukkan masih tingginya jumlah data residu peserta didik pada beberapa satuan
pendidikan nonformal, baik dalam bentuk residu NISN, ketidaksesuaian NIK,
maupun data kependudukan ganda. Kondisi tersebut menyebabkan proses validasi
data peserta didik membutuhkan perbaikan secara berulang dan berdampak terhadap
berbagai layanan administrasi pendidikan. Ketidakvalidan data peserta didik tidak
hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memengaruhi pelayanan
pendidikan seperti penyaluran bantuan pendidikan, penerbitan ijazah, validasi
peserta didik, serta pengelolaan program pendidikan nonformal.

Permasalahan kualitas data kependudukan menunjukkan bahwa tata kelola
data pendidikan nonformal tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis
penginputan data oleh operator pendidikan. Tata kelola data pendidikan merupakan
bagian dari proses manajemen publik yang melibatkan perencanaan,
pengorganisasian, pengawasan, serta pengendalian kualitas data pendidikan. Dalam
perspektif tata kelola data (data governance), data dipandang sebagai sumber daya
organisasi yang harus dikelola secara sistematis untuk menjamin kualitas, validitas,
dan konsistensi data dalam mendukung pelayanan publik. Oleh karena itu, kualitas
data kependudukan peserta didik menjadi faktor yang sangat menentukan efektivitas
tata kelola pendidikan nonformal.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan data
pendidikan masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Penelitian
Angga (2022) menemukan bahwa implementasi kebijakan pendataan pendidikan
belum berjalan optimal akibat lemahnya komunikasi dan keterbatasan sumber daya
manusia. Penelitian Rodiyah et al. (2024) menunjukkan bahwa struktur birokrasi dan
koordinasi antarinstansi menjadi hambatan dalam implementasi administrasi
pendidikan berbasis sistem informasi. Selain itu, penelitian Amalia et al. (2025)
menemukan banyak ketidaksesuaian data peserta didik pada pendidikan kesetaraan
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akibat keterbatasan pemahaman pengelola data pendidikan nonformal. Penelitian
Fajri, Sofyan, dan Niswanto (2025) juga menunjukkan bahwa ketidakakuratan data
peserta didik berdampak terhadap ketidaktepatan penyaluran bantuan pendidikan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengelolaan data pendidikan
dan implementasi sistem informasi pendidikan, kajian mengenai kualitas data
kependudukan sebagai determinan tata kelola pendidikan nonformal masih relatif
terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada implementasi
kebijakan pendidikan, efektivitas sistem informasi, maupun administrasi pendidikan
formal. Sementara itu, penelitian mengenai tata kelola data pendidikan nonformal
yang menempatkan kualitas data kependudukan sebagai faktor determinan utama
dalam validasi dan integrasi data pendidikan belum banyak dilakukan, khususnya
pada satuan pendidikan nonformal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kualitas data kependudukan sebagai determinan tata kelola pendidikan nonformal
pada SPNF SKB di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini penting
dilakukan untuk memahami bagaimana kualitas data kependudukan memengaruhi
validasi, sinkronisasi, dan efektivitas tata kelola data pendidikan nonformal dalam
sistem Dapodik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan
memahami secara mendalam kualitas data kependudukan sebagai determinan tata
kelola pendidikan nonformal pada SPNF SKB di Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berupaya memahami
fenomena tata kelola data pendidikan secara kontekstual berdasarkan kondisi empiris
di lapangan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman
yang mendalam mengenai proses, interaksi, serta permasalahan administratif dalam
pengelolaan data pendidikan nonformal (Tumbel, 2023). Penelitian dilaksanakan di
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dengan fokus
pada pengelolaan data pendidikan nonformal di lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar
(SKB) dan instansi yang membidangi pendidikan nonformal. Pemilihan lokasi
penelitian didasarkan pada masih ditemukannya berbagai permasalahan data residu
peserta didik dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), seperti
ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), data ganda, serta data peserta
didik yang belum tervalidasi dalam sistem administrasi kependudukan. Sumber data
dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian yang
memiliki keterlibatan dalam pengelolaan data pendidikan nonformal, sedangkan data
sekunder diperoleh melalui dokumen pendataan, laporan administrasi pendidikan,
serta dokumen lain yang berkaitan dengan tata kelola data pendidikan nonformal.
Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan
mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan pemahaman informan terhadap
pengelolaan data pendidikan nonformal. Informan penelitian meliputi pengelola
satuan pendidikan nonformal, operator Dapodik, operator data pendidikan pada
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tingkat dinas, serta pihak yang terlibat dalam proses validasi data peserta didik.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk memperoleh
informasi mengenai proses validasi data peserta didik, kendala sinkronisasi data
kependudukan, serta pengendalian data pendidikan dalam sistem Dapodik.
Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pengelolaan data
pendidikan nonformal, khususnya proses penginputan, pengecekan, dan validasi
data peserta didik. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data
pendukung berupa laporan data residu, dokumen administrasi peserta didik, serta
dokumen pendataan pendidikan lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif
kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
(Dunn 2011). Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi
dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi
kualitas data kependudukan dalam tata kelola pendidikan nonformal. Keabsahan
data penelitian dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik
untuk memastikan konsistensi dan validitas data penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola data pendidikan nonformal
pada SPNF SKB di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih menghadapi
berbagai kendala yang berkaitan dengan kualitas data kependudukan peserta didik.
Permasalahan tersebut meliputi ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK),
data ganda peserta didik, perbedaan identitas pada dokumen administrasi, serta data
peserta didik yang belum tervalidasi dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Kondisi tersebut menyebabkan proses sinkronisasi dan validasi data pendidikan
memerlukan perbaikan secara berulang dan berdampak terhadap efektivitas
pelayanan administrasi pendidikan nonformal.

Tabel: 1 Data Residu Peserta Didik Pendidikan Nonformal Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan

No Satuan Pendidikan Residu NISN Residu NIK  NIK Ganda
1  SPNF SKB Bolmong Selatan 134 40 29
2 PKBM Perspektif 74 59 13
3 PKBM Al Hidayah 45 24 3
4 PKBM Bina Pelita Mandiri 61 8 14
5 PKBM Generasi Harapan 42 21 13
Jumlah 356 152 72

Tabel 1 menunjukkan bahwa permasalahan data residu peserta didik masih
ditemukan pada seluruh satuan pendidikan nonformal di Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan. Residu data paling dominan ditemukan pada aspek NISN dan
ketidaksesuaian NIK peserta didik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa validitas
data kependudukan masih menjadi kendala utama dalam tata kelola pendidikan
nonformal berbasis Dapodik.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian,
ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi tata kelola pendidikan nonformal
pada SPNF SKB di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Faktor-faktor tersebut
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berkaitan dengan aspek regulasi dan standar operasional prosedur, mekanisme

pengendalian data, serta kualitas data kependudukan peserta didik dalam sistem

Dapodik. Ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh yang berbeda terhadap proses

validasi, sinkronisasi, dan integrasi data pendidikan nonformal. Adapun sintesis

faktor determinan tata kelola pendidikan nonformal disajikan pada Tabel 2 berikut.
Tabel: 2 Faktor Determinan Tata Kelola Pendidikan Nonformal

Faktor Determinan Temuan Penelitian Dampak terhadap Tata
Kelola
Regulasi dan SOP SOP belum tertulis Pengelolaan data tidak
seragam
Pengendalian data Monitoring  belum Validasi data lambat
konsisten
Kualitas data kependudukan Banyak NIK tidak Data residu tinggi
sinkron

Tabel 2 menunjukkan bahwa kualitas data kependudukan merupakan faktor
paling dominan dalam tata kelola pendidikan nonformal. Dibanding faktor regulasi
dan pengendalian data, kualitas identitas kependudukan peserta didik memiliki
pengaruh langsung terhadap proses validasi, sinkronisasi, dan integrasi data
pendidikan dalam sistem Dapodik.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan data pendidikan
nonformal tidak hanya berkaitan dengan aktivitas administratif penginputan data,
tetapi juga berkaitan dengan tata kelola informasi publik yang membutuhkan
validitas, integrasi, dan konsistensi data. Dalam perspektif administrasi publik, data
merupakan instrumen strategis dalam mendukung efektivitas pelayanan publik dan
pengambilan keputusan organisasi (Pasolong 2019). Oleh karena itu, kualitas data
kependudukan menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas tata kelola
pendidikan nonformal berbasis sistem informasi.

Kualitas Data Kependudukan dalam Tata Kelola Pendidikan Nonformal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas data kependudukan peserta
didik menjadi faktor utama dalam proses validasi data pendidikan nonformal.
Ketidaksesuaian data kependudukan ditemukan dalam bentuk perbedaan nama
peserta didik, tanggal lahir, tempat lahir, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK)
antara dokumen administrasi kependudukan dengan dokumen pendidikan. Kondisi
tersebut menyebabkan data peserta didik tidak dapat tervalidasi secara otomatis
dalam sistem Dapodik sehingga masuk dalam kategori data residu

Secara normatif, validitas data kependudukan merupakan syarat utama dalam
tata kelola pendidikan nasional. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan menegaskan bahwa setiap
satuan pendidikan wajib melakukan pendataan secara akurat, valid, dan
berkelanjutan. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019
menekankan pentingnya integrasi pelayanan publik berbasis Nomor Induk
Kependudukan (NIK). Regulasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pendidikan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 2290

Copyright; Indah Maissy Wowor, Goinpeace H Tumbel, Laurens Bulo


http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora e-ISSN 2987-713X
http://ejournal.yayasanpendidikandzurrivatulquran.id/index.php/qosim p-ISSN 3025-5163
Volume 4 Nomor 3, 2026

nasional menempatkan kualitas data kependudukan sebagai dasar utama dalam
proses validasi peserta didik.

Pada pendidikan nonformal, kualitas data kependudukan menjadi persoalan
yang lebih kompleks dibanding pendidikan formal. Hal ini disebabkan oleh
karakteristik peserta didik yang heterogen, mobilitas peserta didik yang tinggi, serta
kondisi administrasi kependudukan yang sering mengalami perubahan. Sebagian
peserta didik pendidikan nonformal berasal dari kelompok masyarakat yang belum
memiliki kelengkapan administrasi kependudukan atau masih menggunakan
dokumen lama yang belum diperbarui. Akibatnya, proses sinkronisasi data
pendidikan dengan sistem administrasi kependudukan sering mengalami hambatan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Bigovic, Santosa, dan Putri
(2026) yang menjelaskan bahwa penurunan validitas dan kelengkapan data Dapodik
dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, terutama kualitas dokumen
administrasi peserta didik serta lemahnya integrasi data antar sistem. Penelitian
Rodiyah et al. (2024) juga menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan data
Dapodik pada era digital sangat bergantung pada kualitas data dasar yang digunakan
dalam proses validasi sistem. Dengan demikian, kualitas data kependudukan
merupakan fondasi utama dalam mendukung tata kelola pendidikan berbasis data.

Dalam perspektif kebijakan publik, tata kelola data pendidikan merupakan
bagian dari implementasi kebijakan pelayanan publik berbasis digital yang
membutuhkan integrasi antar sistem administrasi pemerintah. Tumbel (2024)
menjelaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh
kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, koordinasi kelembagaan, dan
sistem pengendalian administrasi. Oleh karena itu, kualitas data kependudukan
menjadi faktor strategis dalam mendukung efektivitas tata kelola pendidikan
nonformal berbasis sistem informasi.. Data yang tidak valid menyebabkan proses
administrasi berjalan tidak efektif dan menghambat kualitas pelayanan publik.
Kondisi tersebut terlihat dalam tata kelola pendidikan nonformal di Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan, di mana ketidakvalidan data kependudukan
menyebabkan proses sinkronisasi data peserta didik memerlukan perbaikan secara
berulang sebelum dapat tervalidasi dalam sistem Dapodik.

Kualitas Data Kependudukan dalam Tata Kelola Pendidikan Nonformal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses validasi dan sinkronisasi data
peserta didik pada pendidikan nonformal masih menghadapi berbagai kendala
administratif dan teknis. Ketidaksesuaian data kependudukan menyebabkan sistem
Dapodik tidak dapat melakukan validasi otomatis sehingga operator satuan
pendidikan harus melakukan verifikasi dan perbaikan data secara berulang. Kondisi
tersebut menyebabkan proses administrasi pendidikan menjadi lebih lambat dan
memengaruhi efektivitas pelayanan pendidikan nonformal.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola data pendidikan
nonformal belum sepenuhnya didukung oleh sistem pengendalian data yang optimal.
Dalam teori fungsi manajemen George R. Terry, pengendalian (controlling) merupakan
proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi agar
berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Tumbel 2023a). Fungsi
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pengendalian memiliki peran penting dalam menjamin kualitas hasil kerja organisasi,
termasuk dalam pengelolaan data pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses monitoring dan validasi data
peserta didik pada pendidikan nonformal masih dilakukan secara situasional dan
belum berjalan secara konsisten. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian data
residu peserta didik sering mengalami keterlambatan. Temuan ini sejalan dengan
penelitian Azizah et al. (2024) yang menjelaskan bahwa implementasi manajemen
pelayanan publik berbasis Dapodik masih menghadapi berbagai kendala dalam
meningkatkan kualitas data pendidikan, terutama pada aspek pengendalian dan
validasi data.

Selain itu, proses sinkronisasi data pendidikan nonformal juga dipengaruhi
oleh koordinasi antar pihak yang belum berjalan optimal. Pengelolaan data
pendidikan melibatkan operator satuan pendidikan, admin Dapodik, Dinas
Pendidikan, serta instansi kependudukan. Namun, koordinasi antar lembaga dalam
proses validasi data masih bersifat administratif dan belum terintegrasi secara efektif.
Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian permasalahan data peserta didik
memerlukan waktu yang relatif lama.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Fajri, Sofyan, and Niswanto (2025)
yang menunjukkan bahwa implementasi Dapodik sebagai dasar pengambilan
keputusan pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan kelembagaan,
khususnya dalam koordinasi antar pelaksana dan integrasi sistem informasi
pendidikan. Penelitian Aini, Rulinawaty, dan Wijaya (2024) juga menunjukkan bahwa
efektivitas sistem informasi manajemen berbasis Dapodik sangat dipengaruhi oleh
kualitas koordinasi organisasi dan kemampuan pengelolaan data pada institusi
pendidikan.

Dalam perspektif New Public Management, organisasi publik dituntut mampu
menyelenggarakan pelayanan berbasis efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas
Edward, Adnan, dan Khaidir (2024). Pengelolaan data pendidikan berbasis Dapodik
merupakan bagian dari transformasi administrasi publik menuju pelayanan berbasis
digital. Namun, efektivitas transformasi tersebut sangat bergantung pada kualitas
data dasar yang digunakan dalam sistem pelayanan publik. Ketika kualitas data
kependudukan rendah, maka efektivitas tata kelola pendidikan berbasis digital juga
akan mengalami hambatan.

Kualitas Data Kependudukan dalam Tata Kelola Pendidikan Nonformal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas data kependudukan merupakan
faktor paling dominan dalam menentukan efektivitas tata kelola pendidikan
nonformal. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengaruh ketidakvalidan identitas
peserta didik terhadap proses validasi data pendidikan, sinkronisasi data, serta
pelayanan administrasi pendidikan nonformal.

Ketidakvalidan data kependudukan menyebabkan peserta didik mengalami
kendala dalam proses validasi NISN, penerbitan ijazah, penyaluran bantuan
pendidikan, serta layanan administrasi pendidikan lainnya. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa kualitas data kependudukan tidak hanya berdampak pada
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sistem administrasi pendidikan, tetapi juga berdampak langsung terhadap hak
peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa tata kelola pendidikan
nonformal berbasis Dapodik memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kualitas
data kependudukan masyarakat. Semakin baik kualitas data kependudukan peserta
didik, maka semakin efektif proses validasi dan integrasi data pendidikan dalam
sistem nasional. Sebaliknya, kualitas data kependudukan yang rendah menyebabkan
proses administrasi pendidikan menjadi tidak efisien dan menghambat kualitas
pelayanan publik pendidikan.

Dalam teori POAC George R. Terry, keberhasilan organisasi sangat ditentukan
oleh efektivitas proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengendalian (Mashady, 2023; Rifaldi dan Nuri 2023). Dalam penelitian ini, kualitas
data kependudukan menjadi faktor yang memengaruhi seluruh proses manajemen
tata kelola pendidikan nonformal, mulai dari proses pendataan peserta didik, validasi
administrasi, hingga pengawasan data pendidikan dalam sistem Dapodik.

Temuan penelitian ini juga memperkuat penelitian Julian, Hilman, and Refly
(2024) yang menjelaskan bahwa penerapan sistem Dapodik dapat meningkatkan
kualitas pelayanan publik pendidikan apabila didukung oleh kualitas data yang valid
dan terintegrasi. Dengan demikian, kualitas data kependudukan tidak hanya menjadi
aspek administratif, tetapi juga menjadi determinan utama dalam efektivitas tata
kelola pendidikan nonformal berbasis sistem informasi.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kualitas data kependudukan
merupakan determinan utama dalam tata kelola pendidikan nonformal pada SPNF
SKB di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Validitas identitas peserta didik
berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi faktor yang sangat menentukan
efektivitas proses validasi, sinkronisasi, dan integrasi data pendidikan dalam sistem
Dapodik. Tata kelola pendidikan nonformal berbasis data tidak hanya dipengaruhi
oleh aspek teknis penginputan data, tetapi juga oleh kualitas administrasi
kependudukan peserta didik yang digunakan dalam sistem pendataan pendidikan
nasional. Selain itu, efektivitas tata kelola pendidikan nonformal dipengaruhi oleh
dukungan regulasi, mekanisme pengendalian data, serta koordinasi antar pengelola
data pendidikan dan instansi terkait. Oleh karena itu, peningkatan kualitas data
kependudukan dan penguatan pengendalian data menjadi kebutuhan penting dalam
mendukung tata kelola pendidikan nonformal yang akurat, terintegrasi, dan
berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.
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